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P E N G A N G G A R A N



TANTANGAN DALAM PENGANGGARAN



Tantangan Pengelolaan APBN

Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus

Kembali ke rakyat untuk membiayai yang

dirasakan rakyat dan bukanlah untuk

membiayai proses

“ “



Sebuah Renungan

Klik selengkapnya di sini:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

7326895/jokowi-jangan-anggaran-dipakai-rapat-studi-banding-

kebanyakan-itu-masa-lalu

Jokowi: 
JanganAnggaranDipakaiRapat-StudiBanding Kebanyakan, ItuMasa Lalu!

Klik selengkapnya di sini:

https://news.detik.com/berita/d-6854187/terungkap-proyek-bts-

kominfo-ternyata-bermasalah-sejak-di-perencanaan

Terungkap,
ProyekBTS KominfoTernyataBermasalahSejakdi Perencanaan

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7326895/jokowi-jangan-anggaran-dipakai-rapat-studi-banding-kebanyakan-itu-masa-lalu
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VALUE FOR MONEY

ekonomis dalam 

pengadaan dan alokasi 

sumber daya (harga 

minimal)

efektif dalam mencapai

tujuan dan sasaran

(realisasi sama dengan

yang ditargetkan)

efisien dalam

penggunaan sumber

daya (input minimal dan 

output maksimal)

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai

pelaksanaan value for money, yaitu:

EKONOMIS EFISIENSI EFEKTIVITAS



Tantangan Pengelolaan APBN

“
Coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 M itu yang

nanti dibelikan telor, susu, protein, sayuran.

Coba dilihat detil, saya baru saja liat minggu

lalu saya cek, di APBD Mendagri.

Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M,

penguatan pengembangan apa apa bla bla bla

Rp 2 M. Yang bener-bener untuk beli telur itu

gak ada Rp 2 M.

Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara

seperti ini, ini yang harus di rubah.

“

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230614095110-4-445731/jokowi-kesal-rp-6-m-

anggaran-stunting-dipakai-dinas-rapat
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Keterkaitan Perencanaan - Kinerja

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Pengukuran

Kinerja

Dokumen

Perencanaan
R-APBN APBN LKPP LAKIN

RPJP K/L POK Neraca

Performance 

Measurement 

(Laporan Kinerja)

RPJM Renstra RKA UO DIPA TOR LK LRA, LO

RKP Renja SATKER RAB
Lap. Perubahan

Ekuitas, 

TOR/RAB CaLK

Logic Model Pendekatan Penganggaran
Prinsip _Prinsip Peng 

Keu Negara: 

Standar Akuntansi

Pemerintah
Pengukuran Kinerja

Akurasi, Prioritas Efektivitas dan Efisien

Akuntabilitas, 

Transparan, Profesional, 

Proporsional

Laporan WTP, 

Pertanggungjawaban

Adminitratif

Pertanggungjawabaan

Substansif, 

KetercapaianTujuan
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

Pada LHP BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan terkait penganggaran, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja. Berikut temuan yang dapat

dikaitkan dengan proses perencanaan dan penganggaran:

1. Kesalahan perhitungan Belanja Pegawai

2. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai

3. Kesalahan penganggaran terkait Belanja Uang Lembur yang 

dianggarkan dari Belanja Perjalanan Dinas

4. Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang

5. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal antara lain 

kesalahan dalam penganggaran Belanja Modal, anggaran Belanja

Modal digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal, dan kesalahan

penganggaran/peruntukan Belanja Modal lainnya

6. Duplikasi Belanja

7. Pengadaan barang dan jasa belum dianggarkan dalam DIPA
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023 
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023 
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023 
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LOGIC MODEL 

Logika Struktur Anggaran Kinerja

PROGRAM KLPROGRAM KL PROGRAM KL

Sasaran Program Sasaran Program

Kegiatan (Sub Program)

KROKRO

RORO

Komponen Komponen

Akun

SASARAN STRATEGIS KL dan/atau Nasional 

Kegiatan (Sub Program)

Outcome

Output

Proses

Input

PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

Detil Biaya

Akun

Detil Biaya

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan

Struktur Logic Model 
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Resources/

Inputs
Activities

Outputs Outcomes

1 2 3 4

Your Planned 

Work

Your Intended 

Results

CARA MERUMUSKAN KINERJA

CARA MENGHUBUNGKAN ANGGARAN DAN KINERJA

Sumber daya (Resources)

sumber daya manusia dan keuangan serta input 

lainnya yg diperlukan untuk mendukung program 

seperti kemitraan. Informasi tentang kebutuhan

pelanggan adalah sumber daya penting untuk

program ini.

Kegiatan (activities)

semua langkah tindakan yang diperlukan untuk

menghasilkan output.

Output (Output)

produk, barang, dan layanan yang diberikan kepada

pelanggan langsung atau peserta program. Misal, 

laporan yg dihasilkan penelitian dan pengembang

teknologi sebagai akibat dari Kegiatan penelitian

dapat dianggap sebagai hasil kegiatan.

Outcomes

hasil atau dampak yang diharapkan dari suatu

program atau kegiatan. Ini mencerminkan

perubahan yang diinginkan atau manfaat yang 

diharapkan bagi peserta atau penerima program 

tersebut. Outcomes biasanya dibagi menjadi dua 

jenis: outcomes antara (intermediate outcomes) dan 

outcomes akhir (ultimate outcomes).

LOGIC MODEL 

Logika Struktur Anggaran Kinerja
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CARA KERJA 

FRAMEWORK OUTPUT-OUTCOME ORIENTED

⦿ Salah satu prinsip dalam anggaran berbasis kinerja output dan outcome 

oriented (UU No 17 Tahun 2003)

⦿ Kinerja (output, outcome (termasuk impact) dirumuskan terlebih dahulu baru

kemudian menentukan tindakan operasional (activities) beserta kebutuhan

sumber daya yang diperlukan (termasuk anggaran). 

⦿ Hubungan antara rencana-pelaksanaan KURANG JELAS/ SINKRON → Apabila:

▪ penentuan tujuan strategis belum dirumuskan dengan baik pada tiap tingkatan

kinerja:

✓ Sasaran Strategis - Indikator Kinerja Sasaran Strategis; 

✓ Sasaran Program - Indikator Kinerja Sasaran Program;

✓ Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. 

▪ Rumusan kinerja Tingkat bawah mendukung capaian kinerja pada tingkat di atasnya. 
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER

Program

Kegiatan

KRO

RO

Komponen

Akun Belanja

Detil Belanja

Header



KAIDAH PENGANGGARAN
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KAIDAH PENGANGGARAN 

Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi:

1. Prinsip Belanja Berkualitas

2. Pemenuhan alokasi dasar

3. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu

4. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 

didanai dari sumber dana tertentu

5. Penandaan anggaran (budget tagging)

6. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran

7. Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan 

transfer ke daerah

8. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada 

tahun berkenaan

9. Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 

menjadi penyertaan modal negara pada Badan 

Usaha Milik Negara;

10. Pengalokasian anggaran untuk 
pelaksanaan:

a. Dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan

b. Bantuan Pemerintah

c. Bantuan sosial

d. Kontrak tahun jamak

e. Kerjasama Pemerintah dan badan 
usaha melalui pembayaran 
ketersediaan layanan/Availabity
Payment (KPBU-AP)

11. Standar biaya
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KAIDAH PENGANGGARAN 

1. Prinsip Belanja Berkualitas

Memastikan 

pengalokasian 

anggaran untuk 

menghasilkan Keluaran 

yang direncanakan 

dengan mengacu pada 

ketentuan terkait 

Standar Biaya.

Memperhatikan

ketepatan dan relevansi

antara Keluaran yang 

dihasilkan dengan

sasaran Program dan 

sasaran strategis.

Menyediakan informasi yang 

dibutuhkan dalam proses 

penyusunan anggaran

kepada pihak yang terkait

sesuai dengan

kewenangannya dan 

menyediakan ringkasan

informasi bagi publik sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sesuai dengan 

ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan 

Menteri Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan 

Pembangunan Nasional.

Prinsip Efisiensi Prinsip Efektivitas Prinsip Prioritas Prinsip Transparansi Prinsip Akuntabilitas

Memastikan alokasi

anggaran yang 

dituangkan dalam RKA 

memenuhi semua

ketentuan peraturan

perundang-undangan

dan dapat

dipertanggungjawabkan

sesuai kewenangannya
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KAIDAH PENGANGGARAN 

kebutuhan 

anggaran untuk 

biaya operasional 

Satker yang 

mendasar

penyediaan dana 

untuk 

pelaksanaan 

pelayanan publik

kebutuhan dana 

pendamping 

untuk kegiatan

yang anggarannya 

bersumber dari 

pinjaman dan/atau 

Hibah

penyediaan dana 

untuk program 

prioritas 

nasional/kegiatan 

prioritas/proyek 

prioritas/major

project

kebutuhan anggaran untuk 

Kegiatan atau Keluaran 

berlanjut, penyelesaian 

pekerjaan tahun 

sebelumnya, dan 

penyelesaian kewajiban 

kepada pihak ketiga

penyediaan 

dana untuk 

penyelesaian 

Tunggakan

2. Pemenuhan Alokasi Anggaran Dasar
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KAIDAH PENGANGGARAN 

Penyelenggaraan rapat/rapat

dinas/seminar/pertemuan/

lokakarya dan sejenisnya

Pembangunan gedung baru yang 

sifatnya tidak langsung menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Satker Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penggunaan Produk Impor Dalam rangka mengamankan BMN khususnya

di daerah rawan bencana, dapat dilakukan

pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi

keuangan negara

• dibatasi pada hal-hal yang sangat

penting dan dilakukan sesederhana

mungkin.

• diupayakan diselenggarakan secara

daring.

• mengoptimalkan penggunakan

produksi dalam negeri

• membatasi penggunaan produk impor.

• Contohnya mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan,

gedung pertemuan

• gedung yang bersifat pelayanan umum (khususnya

dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan

hukum, ilmu pengetahuan) dikecualikan

kecuali:

• kendaraan fungsional (Ambulans, Cell 

Wagon, Kendaraan untuk petugas

lapangan)

• kendaraan untuk satker baru (sesuai

ketetapan/persetujuan

MenpanRB/peraturan perundangan,

• penggantian kendaraan (tidak dapat

dimanfaatkan lagi atau yang 

memerlukan biaya pemeliharaan yang 

tinggi)

• kendaraan roda 4 atau 6 untuk antar

jemput pegawai

Asuransi BMN Tertentu

Pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan proporsi komponen utama/pendukung sesuai kebijakan Menteri Keuangan

3. Pembatasan Alokasi untuk Belanja Tertentu
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KAIDAH PENGANGGARAN 

4. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari Sumber Dana Tertentu

No Sumberdana Pokok pengaturan 

1. Pinjaman Luar Negeri • Pengalokasian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara

pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

• berdasarkan perjanjian PLN yang: telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan lender (on-

going), direncanakan akan dinegosiasikan pada tahun berjalan; atau belum ditandatangani dan/atau

belum dapat dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun berjalan yang direncanakan dimulai (pipe

line), dalam rangka penanggulangan bencana alam.

• Kewajiban K/L mengalokasikan RMP dan local cost sesuai ketentuan yang termuat dalam naskah

perjanjian PLN, minutes of negotiation, atau dokumen perencanaan pinjaman lainnya.

• Akun, kode kantor bayar , tatacara penarikan, sumbernana, nomor register

2. Pinjaman Dalam Negeri • Pengalokasian anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara

pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah.

• ketentuan pengalokasian :

a. Kementerian/Lembaga menyusun rencana kegiatan dengan berpedoman pada daftar prioritas

kegiatan yang bersumber dari PDN;

b. mencantumkan sumber dana sesuai dengan naskah perjanjian PDN;

c. mencantumkan kode register PDN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko; dan

d. melampirkan naskah perjanjian PDN.
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KAIDAH PENGANGGARAN 

4. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari Sumber Dana Tertentu

No Sumberdana Pokok pengaturan 

3. Hibah • Pengalokasian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

• digunakan untuk mendukung:

a. program pembangunan nasional; dan/atau

b. program lain yang tercantum dalam daftar rencana kegiatan Hibah.

4. SBSN • Pengalokasian anggaran mengacu pada daftar prioritas proyek yang bersumber dari SBSN yang

ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

• Pengalokasian anggaran yang ketentuan:

a. mencantumkan sumber dana SBSN; dan

b. mencantumkan kode register SBSN yang diterbitkan oleh DJPPR

5. PNBP Pengalokasian anggaran mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan

PNBP; dan surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari

PNBP.

6. PNBP BLU • mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU;

• penyusunan informasi Kinerja Satker BLU mengikuti ketentuan penyusunan informasi

• melampirkan RBA; dan

• mencantumkan estimasi saldo awal dan penetapan ambang batas pada kertas kerja RKA Satker BLU.
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KAIDAH PENGANGGARAN 

5. Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

Budget Tagging adalah penandaan alokasi anggaran belanja pada

level keluaran (sesuai dengan tema yang sudah ditentukan

sebelumnya)

Saat ini nawacita, PN, Janji Presiden dan tematik APBN

Budget Tagging dilakukan oleh Kementerian /Lembaga pada

proses perencanaan dan penganggaran yang kemudian dilakukan

reviu oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian

Perencanaan

Struktur Anggaran

Budget Tagging untuk tematik APBN antara lain terdiri dari:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Infrastruktur

4. Anggaran Responsif Gender

5. Penanganan Stunting

6. Adaptasi Perubahan Iklim

7. Mitigasi Perubahan Iklim

8. Upaya Konvergensi

Penanganan Stunting



#KementerianKeuanganMelayaniLebihBaik 29

KAIDAH PENGANGGARAN 

6. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran

1. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat dilakukan oleh

Menteri Keuangan setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan

kebutuhan.

2. Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran

dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN setelah

penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan kebutuhan.

Hasil penajaman digunakan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

acuan dalam penyusunan RKA-K/L dan

digunakan oleh PPA BUN sebagai acuan

dalam penyusunan RKA-BUN.

Penambahan usulan Program, Kegiatan, 

dan/atau Keluaran baru sesuai dengan 

perkembangan penelaahan anggaran.

Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat berupa:

Penguatan relevansi antara Program, 

Kegiatan, dan Keluaran dengan sasaran 

strategis dan sasaran Program;

Perbaikan/penyempurnaan rumusan 

indikator Kinerja pada level Program, 

Kegiatan, dan Keluaran
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KAIDAH PENGANGGARAN 

7. Sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit

dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan (DAK Fisik)

Sinkronisasi dapat dilakukan di level:

• Program

• Kegiatan

• Keluaran

• Lokus (Lokasi administrasi dan Lokasi Khusus)

Belanja Kementerian/Lembaga yang disinkronisasi dengan belanja TKD:

Satker pusat/

kantor pusat

Satker vertikal/

kantor daerah

Satker 

Dekonsentrasi
Satker Tugas 

Pembantuan

Belanja Bantuan 

Pemerintah.
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KAIDAH PENGANGGARAN 

Kebijakan Perencanaan Penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun berkenaan yang tercantum dalam SEB

pagu indikatif / SEB pagu anggaran dan alokasi anggaran dan kebjakan lain di bidang perencanaan penganggaran.

Contoh :

Clearance 

Belanja TIK
Konsolidasi

Satker
Pembatasan

Belanja

Tertentu

Standardisasi

KRO

Daftar Program 

dan Kegiatan

8. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan
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KAIDAH PENGANGGARAN 

9. Pengalokasian Anggaran yang Diserahkan Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara

Petentuan mengenai pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara

pada Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pengelolaan barang milik negara.

BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen

penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan

hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan

pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau

Peraturan Presiden.

(Pasal 99 PMK 165 tahun 2021)
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KAIDAH PENGANGGARAN 

10. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kontrak tahun

jamak, dilakukan untuk pekerjaan yang:

a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; (termasuk

pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang

dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1

(satu) tahun anggaran; pekerjaan yang semula

direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi

tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan kahar

sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam

kontrak tidak dapat dipenuhi).

b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan

untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Dikecualikan Kontrak Tahun Jamak yang sebagian

atau seluruhnya dibiayai dengan PLN, PDN,

dan/atau Hibah.

Pekerjaan yang direncanakan dengan mekanisme

kontrak tahun jamak dan belum diajukan

persetujuannya, dalam RKA-K/L dicantumkan nilai

pekerjaan tahun yang direncanakan dan rincian

alokasi Prakiraan Maju sesuai perkiraan masa

penyelesaian pekerjaan

Persetujuan kontrak tahun jamak dilakukan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga/PA atau Menteri

Keuangan sesuai kewenangan.
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KAIDAH PENGANGGARAN 

11. Penguatan Norma Standar Biaya

No PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam

Penyusunan RKA-K/L

PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. Definisi SB, SBM, SBK dan SSB Penajaman definisi

2. Standar biaya: SBM dan SBK Standar Biaya: SBM, SBK, dan SSB

3. Fungsi SBM: batas tertinggi atau estimasi Sifat SBM: batas tertinggi atau dapat dilampaui

4. Belum ada jenis SBM yang diatur SBM meliputi: 

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya fasilitas;

c. satuan biaya perjalanan dinas; 

d. satuan biaya pemeliharaan;

e. satuan biaya barang dan jasa; dan

f. satuan biaya bantuan.

5 Penggunaan SBML dikecualikan terhadap satuan biaya yang 

menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat

negara, pegawai negeri, dan non pegawai negeri yang 

dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin K/L

Penggunaan satuan biaya yang tidak diatur dalam SBM, dikecualikan terhadap

satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat

negara, anggota POLRI/TNI, ASN dan non ASN yang dipekerjakan dalam

rangka melaksanakan tugas rutin K/L
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KAIDAH PENGANGGARAN 

11. Penguatan Norma Standar Biaya

No PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam

Penyusunan RKA-K/L

PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6 Tidak ada kriteria khusus atas SBML yang menambah

penghasilan dan/atau fasilitas

Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas yang dapat 

diusulkan menjadi SBML, antara lain untuk:

a. honorarium bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN atas 

pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar;

b. honorarium bagi non ASN yang ditugaskan atas amanat Undang-

undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak 

keuangannya belum diatur; dan/atau

c. fasilitas tambahan bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN, dan 

non ASN, yang diamanatkan dalam Undang-undang/Peraturan 

Pemerintah/Peraturan Presiden.

7. Satuan biaya bagi satker BLU berupa:

a. Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau

fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan 

pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai satker BLU; 

dan

b. Satuan biaya perjadin DN & LN,

mengacu pada ketentuan SBM.

Penggunaan standar biaya yang dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU, 

dikecualikan untuk satuan biaya berupa:

a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar 

komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan 

pegawai Satker badan layanan umum;

b. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi ASN 

yang melaksanakan tugas tambahan pada satker BLU; dan

c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
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KAIDAH PENGANGGARAN 

11. Penguatan Norma Standar Biaya

No PMK tentang Pedoman SB, SSB, dan Indeksasi dalam

Penyusunan RKA-K/L

PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8. SBK berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi SBK bersifat batas tertinggi

9. Perubahan besaran SBK, mengikuti prosedur revisi anggaran Dalam hal K/L membutuhkan besaran biaya yang melebihi besaran SBK yang 

telah ditetapkan Menteri Keuangan, harus mendapat persetujuan dari Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Perubahan besaran yang telah mendapat persetujuan Menkeu c.q. DJA, dapat 

ditindaklanjuti oleh K/L dengan mengacu ketentuan revisi anggaran.



PENELITIAN RKA-KL
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PENELITIAN RKA

• Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta

kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran

• Verifikasi dan kepatuhan difokuskan untuk meneliti:

1. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;

2. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

3. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

4. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran

yang dihasilkan; dan

5. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan

dokumen pendukung terkait lainnya.

• Hasil penelitian RKA-K/disampaikan kepada:

1. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab Program, untuk dilakukan perbaikan atau

penyesuaian apabila diperlukan; dan

2. APIP K/L.

• Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

Kementerian/Lembaga, dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L
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PENELITIAN RKA

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja pada RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP

• Apakah terdapat perubahan rumusan Sasaran (Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan) beserta

Indikator Kinerjanya dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;

2. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L

• Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/atau Kegiatan karena adanya reorganisasi, dilakukan

dengan langkah-langkah:

1. Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi terkait dengan reorganisasi sudah ada;

2. Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP;

3. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L;
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PENELITIAN RKA

2. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L,

3. kesesuaian sumberdana dalam RKA-K/L;

• SE Pagu memuat pagu K/L per

program dan per -program

• Rocan/Roren akan menyampaikan

pagu masing eselon I

• Masing-masing eselon I akan

membagi pagu ke masing-masing

satuan kerja
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PENELITIAN RKA

4. Kepatuhan dan Ketepatan Dalam Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Sesuai

Dengan Kategori Pada Semua Keluaran Yang Dihasilkan

• Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran dilakukan dengan membandingkan RKA-K/L dengan

dokumen yang disepakati dalam Renja K/L pada saat pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) dan/atau

penelaahan Renja K/L.

• Pastikan apakah RO sudah ditandai sesuai dengan kriteria yang ditentukan

• Pada beberapa tematik penandaan terdapat pedoman penandaan dan/atau hasil identifikasi RO yang

mendukung tema tertentui misalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
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PENELITIAN RKA

5. dokumen pendukung RKA-K/L Dokumen Pendukung Teknis Lainnya

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Rincian Anggaran Biaya (RAB), 
3. Dokumen Pendukung Terkait

a. Clearance Belanja TIK tertentu
b. Hasil revu BPKP/APIP untuk tunggakan
c. Surat Rekomendasi BPKP untuk optimalisasi DPR
d. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, 
e. RKBMN yang telah disetujui DJKN,
f. perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara 

atau yang sejenis, 
g. surat pernyataan dari eselon I tentang pengalokasian belanja akun 526 (Belanja

Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda)
h. persetujuan pejabat eselon I untuk pembangunan/renovasi bangunan/gedung, 

besaran volumenya harus mendapatkan persetujuan pejabat eselon I.
i. RKBMN yang telah ditelaah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal

usulan tersebut terkait gedung dan bangunan yang telah memiliki Standar Barang
dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menjadi obyek RKBMN.
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DOKUMEN PENDUKUNG USULAN ANGGARAN

1. Persetujuan RKBMN/RKBMN-PKP

2. Pricelist e-catalog

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-K/L YANG PERLU
DISIAPKAN:

Rincian

Anggaran  dan

Biaya (RAB)

Kerangka Acuan

Kerja (KAK) /

Term of Reference

(TOR)

Dokumen Pendukung  

Terkait Lainnya

(a.l. referensi harga terkait 

belanja pemeliharaan, dan

perpanjangan lisensi TIK,

dsb.)
Disusun untuk tiap Rincian Output (RO)

Dokumen Pendukung

Belanja Modal

(a.l. persetujuan RKBMN, 

perhitungan teknis dari 

Dinas PU, referensi harga

(pricelist), dsb.)

Rencana Bisnis

dan Anggaran 

(RBA) Untuk

Satker BLU

Kelengkapan Dokumen Data Dukung Lainnya Belanja Modal:

Aset LainnyaRenovasi Bangunan Kendaraan Bermotor
1. Pricelist e-katalog/surat penawaran

resmi;

2. Spesifikasi aset;

3. Analisis Kebutuhan Barang 

yang menggambarkan

informasi terkait aset existing

Kelengkapan dokumen pendukung diselesaikan sebelum Pagu Anggaran Untuk Memitigasi

Kendala di Pelaksanaan Anggaran

1. Analisis Kerusakan dari PUPR/ Dinas 

PU Setempat

2. Perhitungan Biaya dari PUPR/ Dinas

PU setempat

3. Laporan hasil pemeriksaan kelayakan 

bangunan (apabila diperlukan)



K E R A N G K A  A C U A N  
K E R J A
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TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

• Dokumen yg memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai output yang akan dicapai sesuai
dengan tugas dan fungsi unit eselon 1 yg memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian,
waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

• Kualitas penyusunan TOR dan RAB merupakan hal yang sangat penting tidak hanya dalam konteks
perencanaan tetapi juga pelaksanaan anggaran

Penilaian urgensi usulan anggaran

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja

Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan oleh pemeriksa internal/eksternal

FUNGSI
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PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN 
TOR/KAK

Masing-masing satker agar menyusun 
TOR dan RAB per RO untuk 
disampaikan kepada kantor pusat unit 
eselon 

Kantor pusat unit eselon I menyampaikan
TOR dan RAB level unit eselon I
Belanja modal, kantor pusat unit eselon I 
agar tetap menyertakan TOR dan RAB 
masing-masing satker

TOR berada pada level RO dan bukan
bersifat TOR Payung

TOR memuat penjelasan/informasi yang 
memadai terkait urgensi, ruang lingkup, dan 

tujuan serta menggambarkan kebutuhan angka
yang selaras dengan RAB
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SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN 
KAK & RAB KEMENKEU
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TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

48

WHAT
?

HOW
MUCH

?

WHY
?

WHO
?

WHEN
?

WHERE
?

• WHAT→ riil dihasilkan(RO) 
Satker/Es II: BARANG/JASA

• WHY→ RO mendukung
pencapaian sasaran kegiatan

• WHAT→ indicator kinerja RO 
dalam mendukung capaian
sasaran kegiatan

• HOW→ proses menghasilkan
RO (komponen)

• WHAT→ sumber daya yang 
diperlukan: IT, expert, alat

• HOW MUCH → untuk tiap
sumber daya & total RO

• WHEN – WHERE →
dilaksanakan

• WHO → penerima manfaat; 
yang terlibat

HOW
?
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TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

HOW

WHEN

HOW MUCH

WHY

WHAT

WHO



LATAR BELAKANG
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LATAR BELAKANG

• Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi K/L dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

• Menjelaskan gambaran umum RO:
✓ kegiatan yang akan dilaksanakan (what),
✓ alasan penting/urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk konsekuensi yang

diterima jika kegiatan tidak terlaksana (why),
✓ keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan target RO dalam mendukung pencapaian

kinerja output sehingga pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran dan kinerja
program.

• Menjelaskan target kinerja output serta volume dan satuan RO
• Menjelaskan potensi dan peluang yang dimiliki serta hambatan dan tantangan yang dihadapi

dalam menghasilkan RO
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LATAR BELAKANG
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LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi K/L dan kegiatan yang akan dilaksanakan

WHY

• Tidak perlu memasukkan peraturan yang tidak
terkait dengan Fungsi KL misalnya Peraturan
Menteri Keuangan maupun Perdirjen Anggaran

• Cek apakah peraturan masih berlaku? Apakah
ada kaitannya?

Cara cepat cek peraturan:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022
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LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pelaksanaan program ini didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi landasan

hukum bagi sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan

pada aspek pembinaan dan pemulihan narapidana sebagai bagian dari sistem

pemasyarakatan yang lebih manusiawi;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang memberikan panduan terkait

pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak warga

binaan selama menjalani masa hukuman;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang

mengatur tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pembinaan di bawah

Kemenkumham.



#KementerianKeuanganMelayaniLebihBaik 55

LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

• Menjelaskan gambaran umum RO:
✓ kegiatan yang akan dilaksanakan (what),
✓ alasan penting/urgensi pelaksanaan

kegiatan tersebut termasuk konsekuensi
yang diterima jika kegiatan tidak
terlaksana (why),

✓ keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan
target RO dalam mendukung
pencapaian kinerja output sehingga
pada akhirnya akan mendukung
pencapaian sasaran dan kinerja
program.

• Menjelaskan target kinerja output serta
volume dan satuan RO

• Menjelaskan potensi dan peluang yang
dimiliki serta hambatan dan tantangan yang
dihadapi dalam menghasilkan RO
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LATAR BELAKANG
TERM OF REFERENCE (TOR)/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
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LATAR BELAKANG

Untuk RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, dapat ditambahkan
informasi yang memuat:

1. konteks/ analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan, sekurangkurangnya memuat:
a. data pembuka wawasan (data terpilah gender/data statistik/data informasi lainnya berdasar isu gender

strategis yang merujuk pada pencapaian indikator PUG Nasional (Indeks Pembangunan Gender (IPG)
dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG));

b. isu kesenjangan gender (faktor kesenjangan gender yang dikaitkan dengan salah satu dari
akses/kontrol/partisipasi/manfaat antara laki- laki dan perempuan disertai penyebab dari sisi internal
dan eksternal); dan

c. reformulasi tujuan.
2. rencana aksi dari Gender Action Budget yang diusulkan, termasuk penjelasan komponen yang terkait

dengan definisi Gender Action Budget. Rencana aksi disusun menggunakan kerangka kerja logis (logic model)
yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu: outcome, output, aktivitas, dan input.

3. hasil yang diharapkan yaitu berupa dampak atau hasil secara luas dari RO yang dihasilkan dan dikaitkan
dengan isu gender untuk perbaikan ke arah kesetaraan gender
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LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Gambaran Umum
Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran,
dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan.

Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain:

1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.

a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan

b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran

c. Jika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)

2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder

3) Jelaskan apa saja batasan pekerjaan yang akan dilakukan (scope activities and deliverables kegiatan) dengan memperhatikan:

➢ Kondisi existing sistem dan kebutuhan pembangunan/pengembangan sistem

➢ Roadmap pembangunan/pengembangan sistem yang memuat antara lain jangka waktu, uraian, ruang lingkup, dan kebutuhan anggaran pembangunan/pengembangan sistem
per tahun.

4) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau
Outcome yang ingin dicapai jika kegiatan ini terlaksana. Deskripsikan secara singkat, jelas, dan padat.

RO : Layanan TIK Terintegrasi
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LATAR BELAKANG

RO : Gedung Bangunan

1. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Gambaran Umum
Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran,
dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan.

Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain:

1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.

a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan

• Jika pembangunan gedung baru/renovasi/rehabilitasi/ restorasi, jelaskan keadaan yang ada sekarang yang menjadi alasan perlu adanya pembangunan

• Jika kegiatan dilakukan secara multiyears maka perlu dijelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan per tahunnya atau jika telah ada pekerjaan di tahun sebelumnya maka
dijelaskan progress yang telah ada

b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran

c. Jika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)

2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder

3) Jelaskan apa saja batasan pekerjaan yang akan dilakukan (scope activities and deliverables kegiatan) dengan memperhatikan:

➢ Keadaan aset tercatat di laporan aset, jumlah pegawai dan jumlah stakeholder (untuk kantor pelayanan.

➢ Komponen atau sarana pendukung dari bangunan seperti jaringan, meubelair, fire sprinkler system, halaman, parkir, pagar, dan lain-lain.

4) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau
Outcome yang ingin dicapai jika kegiatan ini terlaksana. Deskripsikan secara singkat, jelas, dan padat.
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LATAR BELAKANG

RO : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/Kendaraan bermotor

1. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang terkait Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Gambaran Umum
Gambaran umum diawali dengan mendeskripsikan Output kegiatan atau spesifikasi teknis yang terdiri dari jenis keluaran, nama kegiatan, volume keluaran, satuan ukur keluaran,
dimana kegiatan dilakukan dan siapa penanggung jawab kegiatan.

Dalam Gambaran umum perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain:

1) Latar belakang atau alasan yang mendasari perlunya output kegiatan ini terhadap prioritas organisasi.

a. Alasan pentingnya output kegiatan ini dilakukan

b. Kenapa output kegiatan ini menjadi prioritas untuk diberi alokasi anggaran

c. Jika output kegiatan ini tidak terlaksana, konsekuensi apa yang terjadi (worst case scenario)

2) Identifikasi stakeholder dan uraikan kebutuhan stakeholder yang disesuaikan dengan

o Keadaan aset yang tercatat di SIMAK-BMN dengan menguraikan statistik aset dan keadaan aset.

o Analisis kebutuhan yang berisi standar kebutuhan aset, jumlah dan kondisi aset, dan jumlah kebutuhan aset

o Jumlah pegawai

o Roadmap kebutuhan aset dalam 5 tahun ke depan

o Perkiraan umur aset

o Spesifikasi teknis aset yang dibutuhkan

o Pemanfaatan aset (tingkat utilitas) khusus untuk server dan storage 

o Jika pembelian baru untuk pergantian, maka jelaskan progress proses penghapusan 

3) Tujuan berupa pernyataan konkrit apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Tujuan harus spesifik, komprehensif, terukur, realistis, dan terikat waktu. Deskripsikan. Sasaran atau Outcome yang ingin
dicapai jika kegiatan ini terlaksana secara singkat, jelas, dan padat.
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Memperhatikan:

• prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

• aspek pengadaan berkelanjutan;

• penilaian prioritas kebutuhan; 

• barang/jasa pada katalog elektronik; 

• Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

• barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 

Memperhatikan:

• Kemudahan memperoleh barang/jasa di pasaran; 

• TKDN;

• Kesesuaian Barang/jasa (jenis, fungsi, ukuran); 

• Pihak yang memerlukan (terkait dengan spesifikasi); 

• Persyaratan lain (pengiriman, pengangkutan, pemasangan, 
pengujian, pelatihan,dll)

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KONSTRUKSI

PermenPUPR
22/PRT/M/201
8 Tahun 2018

- Dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum
persiapan pengadaan melalui Penyedia.

- Kecuali :

a. Menggunakan pengadaan langsung

b. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan
penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu
lama; dan/atau

c. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan detailed 
engineering design konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup

• Untuk perencanaan Pekerjaan Konstruksi, dalam identifikasi kebutuhan dilakukan dengan
memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

• Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan, disyaratkan sebagai berikut:

1. pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian
administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah,
harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan;

2. apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
termasuk untuk akses menuju ke lokasiPekerjaan Konstruksi, memerlukan ijin pemanfaatan
tanah, maka pengurusan ijin tersebut harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan
penyedia barang/jasa diterbitkan.
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KONSTRUKSI

Peraturan LKPP 
Nomor 11 

Tahun 2021

• Identifikasi kebutuhan barang/jasa dengan
mempertimbangkan

a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu
organisasi;

b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau

c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

• Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/
dikuasai dapat menggunakan:

a. data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD);
dan/atau

b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-
masing unit/satuan kerja Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah
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KONTRAK TAHUN JAMAK

Pengertian

- Penyelesaiannya lebih 12 bulan atau
lebih dari 1 TA

- Memberi manfaat lebih bila
dikontrakkan lebih 1 tahun

- Kontrak kurang 12 bulan tetapi
membebani lebih 1 TA

- Semula direncanakan tahun tunggal
menjadi tahun jamak apabila terjadi
keadaan kahar

Batasan

- Pekerjaan Konstruksi s.d. 200
M dan non Pekerjaan
Konstruksi s.d. 20 M oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/
PA

- Kecuali bersumber dari
pinjaman/ hibah dan dibiayai
dari SBSN

03 01

02

- Pekerjaan Kontruksi telah memnuhi kelayakan teknis
- Alokasi sudah tercantum di RKAKL
- Rencana Pelaksanaan tahunan dicantumkan dalam prakiraan maju
- Untuk pekerjan yang semula direncanakan tahun tunggal telah

dilengkapi surat pernyataan KPA

Ketentuan

PMK  93/PMK02/2020
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ANALISA STANDAR KEBUTUHAN

No. Standar /Kebutuhan Kuantitas saat ini Kondisi Kekurangan

Ini alasan diajukan
proposal pengadaan

BMN

1.Usulan anggaran belanja modal harus berdasarkan analisis kebutuhan dan memperhatikan aset-aset yang tercatat
di SIMAK BMN

2.Usulan anggaran belanja modal harus dilengkapi dengan TOR/RAB dan dokumen pendukung dukung serta
memperhatikan kesiapan satker dalam pelaksanaan belanja.

Analisa
Standar

Kebutuhan
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MENYIAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS

Kebijakan Spesifikasi Barang/Jasa

Produksi dalam
negeri

Produk SNI
Produksi ramah
lingkungan

Produk usaha
mikro serta
koperasi hasil
produksi DN

Boleh sebut
Merek*

∗ Komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa
dalam katalog elektronik/Toko daring.



PENERIMA MANFAAT
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PENERIMA MANFAAT

• Bagian ini memuat sasaran penerima manfaat kegiatan. Sasaran penerima manfaat
dapat berasal dari internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga.

Contoh : pegawai, wajib pajak, mahasiswa.
• Uraikan manfaat yang diterima masing-masing stakeholder
• untuk RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran

responsif gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah dari stakeholder
berdasarkan jenis kelamin/ daerah/kelompok umur
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PENERIMA MANFAAT



STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran

• Metode Pelaksanaan

• Menjelaskan metode pelaksanaan (how) secara kontraktual atau swakelola.

• Apabila dilaksanakan secara swakelola perlu dijelaskan metode swakelola yang dilakukan:

• Tipe I → Swakelola yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD)
penanggung jawab anggaran Penanggung Jawab Anggaran;

• Tipe II→ Swakelola yang dilakukan oleh K/L/PD lain yang melaksanakan swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran;

• Tipe III→Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) pelaksana swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran

• Tipe IV → Swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, dengan
pengawasan dan perencanaan dari K/L/PD penanggung jawab anggaran. Swakelola ini bisa juga
dilakukan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat.
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran

• Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

• Menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan, berisi alur kegiatan yang akan dilaksanakan, pelaksana
kegiatan (who), sumber daya/alat yang dibutuhkan, dan detil kegiatan yang membutuhkan biaya dalam
pencapaian RO serta matriks jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (when). Strategi pencapaian keluaran
harus dapat menggambarkan komponen biaya dalam RAB.

• Kurun Waktu Pencapaian Keluaran, menjelaskan total jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai
target RO yang ditetapkan (when

• Adapun untuk belanja modal, penyusunan tahapan dan waktu pelaksanaan pencapaian RO Belanja
Modal agar dapat didetilkan sebagaimana format berikut
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi

Swakelola

Oleh Penanggung
Jawab Anggaran

Oleh Instansi
Pemerintah

Lainnya

Oleh Ormas

Oleh Pokmas

Melalui Penyedia
B/J

Jenis pengadaan

Pemaketan

Swakelola

Penetapan Tipe Swakelola

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan 
Biaya/RAB

Penyedia

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan 
Biaya/RAB

Pemaketan PBJ

Konsolidasi PBJ

Penyusunan Biaya Pendukung

Cara Pengadaan
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran : RO-Gedung dan Bangunan
• Jelaskan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan.

• Identifikasi dan uraikan pekerjaan/ milestone dari tiap komponen secara detail.

• Uraikan batas waktu tiap tahapan komponen kemudian uraikan waktu tiap tahapan pekerjaan/
milestone yang harus diselesaikan.

• Uraikan waktu proses pengadaan dari tiap komponen.

• Uraikan dokumen pendukung yang telah disiapkan dan atau dalam proses perijinan

• Uraikan bentuk monitoring dan evaluasi atas pekerjaan terdiri dari siapa yang memonitoring dan
mengevaluasi, kapan dan bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi.

• Jelaskan dan identifikasi kriteria sukses dari Output Kegiatan yang berupa kriteria penentu berhasilnya
kegiatan ini.

• Identifikasi dan jelaskan kendala serta analisa potensi resiko yang mungkin akan timbul baik oleh
lingkungan sekitar atau oleh lingkup intern satker misalnya inefisiensi, terbatasnya sumber daya,
melewati batas waktu pekerjaan, gagal lelang, kesulitan penyedia barang dan jasa, perijinan, status
BMN, persiapan pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Deskripsikan strategi meminimalisir
potensi resiko atau mitigasi atas potensi resiko tersebut.
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi Pencapaian Keluaran :

RO Layanan Internal : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi/ Kendaraan
Bermotor

• Jelaskan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan.

• Identifikasi dan uraikan pekerjaan/ milestone dari tiap komponen secara detail.

• Uraikan batas waktu tiap tahapan komponen kemudian uraikan waktu tiap tahapan pekerjaan/ milestone yang harus
diselesaikan.

• Uraikan waktu proses pengadaan dari tiap komponen.

• Uraikan dokumen pendukung yang telah disiapkan dan atau dalam proses perijinan

• Uraikan bentuk monitoring dan evaluasi atas pekerjaan terdiri dari siapa yang memonitoring dan mengevaluasi, 
kapan dan bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi.

• Jelaskan dan identifikasi kriteria sukses dari Output Kegiatan yang berupa kriteria penentu berhasilnya kegiatan ini. 

• Identifikasi dan jelaskan kendala serta analisa potensi resiko yang mungkin akan timbul baik oleh lingkungan sekitar
atau oleh lingkup intern satker misalnya inefisiensi, terbatasnya sumber daya, melewati batas waktu pekerjaan, gagal
lelang, kesulitan penyedia barang dan jasa, perijinan, status BMN, persiapan pengadaan barang dan jasa dan lain 
sebagainya. Deskripsikan strategi meminimalisir potensi resiko atau mitigasi atas potensi resiko tersebut.
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STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
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PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL

PELAKSANAAN KEGIATAN

CUACA ATAU KONDISI LINGKUNGAN 

KETERSEDIAAN DANA

CARA PENGADAAN

OPERASIONAL

NON OPERASIONAL

KONTRAKTUAL

NON KONTRAKTUAL



IKPA dan Sasaran Perbaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas 
Perencanaan 

Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas 
Implementasi 

Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas Hasil
Pelaksanaan Anggaran

Revisi DIPA (10%)

Deviasi Hal III DIPA (15%)

Belanja Kontraktual (10%)

Penyelesaian Tagihan (10%)

Pengelolaan UP & TUP (10%)

Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)

Capaian Output (25%)

Penyerapan Anggaran (20%)

ASPEK INDIKATOR KINERJA SASARAN PERBAIKAN KINERJA PA

» Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui

pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran.

» Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana 

per Jenis Belanja per bulan.

» Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola 

penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan.

» Mendorong percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual

pada periode awal triwulan.

» Mendorongpercepatanpembayaranbelanjakontraktual

» MeningkatkanketetapanwaktupertanggungjawabanUPdanTUP,  

optimalisasipenggunaanUPdanTUP,danmendorongpenggunaanUPKKP

» Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan 

mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun 

anggaran

» Mendorong partisipasipelaporandan akselerasi pencapaianoutput 

berkualitas



#KementerianKeuanganMelayaniLebihBaik 81

PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kacau! Sri Mulyani

Ungkap Belanja Daerah Banyak Diecer-ecer dan Dikebut di Akhir 

Tahun", Klik selengkapnya di sini: 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211207/10/1474881/kacau-sri-

mulyani-ungkap-belanja-daerah-banyak-diecer-ecer-dan-dikebut-di-

akhir-tahun.

Author: Wibi Pangestu Pratama Editor : Hadijah Alaydrus

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa
terdapat kebiasaan buruk pemerintah yakni belanja yang tertumpu di akhir tahun,
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dana di daerah. Menurutnya, hal
tersebut bukan hanya membebani fiskal, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi
masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR
untuk pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau RUU HKPD.
Menurut Sri Mulyani, desentralisasi fiskal yang belum optimal menjadi salah satu
dasar pemerintah mendorong UU HKPD. Salah satu masalah yang menjadi sorotannya
adalah kualitas belanja pemerintah daerah, padahal alokasi transfer ke daerah dan
dana desa (TKDD) naik pesat dari Rp523 triliun pada 2013 menjadi Rp795 triliun pada
2021.
Dia menilai bahwa belanja daerah masih belum fokus dan efisien. Hal tersebut
tergambar dari banyaknya program pemerintah daerah, yakni 29.623 jenis program
dan 263.135 jenis kegiatan, tetapi dampaknya minim bagi masyarakat.
"Makanya terjadi kegiatan yang sangat kecil-kecil yang dampaknya sangat minimal,
bahkan tidak dirasakan [oleh masyarakat]. Kalau istilah Bapak Presiden, uangnya
diecer-ecer," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat paripurna, Selasa
(7/12/2021).

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211207/10/1474881/kacau-sri-mulyani-ungkap-belanja-daerah-banyak-diecer-ecer-dan-dikebut-di-akhir-tahun
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PERHATIAN KETIKA PENYUSUNAN JADWAL

• Pola penarikan dana yang merata dari bulan ke bulan dalam 1 tahun.

• Pola merata ini dapat terjadi karena pagu anggaran dibagi 12 sehingga

alokasi tiap bulannya sama.

• Pola RPD yang direncanakan rendah penarikan di awal namun memuncak

di akhir tahun seperti layaknya ekor kalajengking.

• Pola tersebut dipandang tidak dapat menunjang peran APBN sebagai

instrumen fiskal karena dapat memberikan tekanan perekonomian dengan

dana yang berlebih pada akhir tahun sehingga perekonomian menjadi “over

heat”.

• Pola rendah di awal tahun karena masih dalam tahap persiapan, kemudian mulai

meningkat pada pertengahan tahun karena sudah dalam tahap pelaksanaan

kegiatan, dan menurun di akhir tahun karena mulai memasuki tahap penyelesaian.

• Pola ini dianggap pola penarikan dana yang ideal dan dipandang dapat menunjang

peran APBN karena memberikan multiplier effect dalam menggerakan perekonomian

nasional.



KURUN WAKTU
PENCAPAIAN KELUARAN
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KURUN WAKTU PENCAPAIAN

Waktu Pencapaian Keluaran

• Diisi dengan jangka waktu kapan pencapaian Output
dimaksud harus diselesaikan (selama… hari atau
selama… bulan) yang terhitung sejak bulan xxx sampai
dengan bulan yyy



#KementerianKeuanganMelayaniLebihBaik 85

KURUN WAKTU PENCAPAIAN
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KURUN WAKTU PENCAPAIAN



BIAYA YANG DIPERLUKAN
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BIAYA YANG DIKELUARKAN

Biaya Yang Diperlukan

• Diisi total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian
keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai
dengan RAB terlampir



R I N C I A N  A N G G A R A N  
B I A Y A
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RAB merupakan dokumen pendukung dari KAK/TOR yang menjelaskan rincian perhitungan
biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran (Output) pada level Klasifikasi Rincian
Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Hasil penyusunan RAB dijadikan dasar besaran alokasi anggaran dengan akun dan detil belanja
sesuai dengan kebutuhannya sehingga memberikan informasi penghitungan unit cost untuk
setiap RO yang dihasilkan.

RAB disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan
besaran satuan biaya dari setiap komponen suatu kegiatan

DEFINISI

Penjabaran lebih lanjut dari KAK/TOR

Alat bantu mengidentifikasi biaya langsung dan tidak
langsung

Alat menghitung total biaya atas suatu capaian
targeT kinerja dalam TOR

Alat mneghitung unit cost setiap RO

FUNGSI
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

1. RAB disusun untuk setiap KAK/TOR pada level RO;
2. RAB menjelasakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pencapaian keluaran di dalam

KAK/TOR;
3. RAB memuat informasi terkait uraian

a) RO, Header (Opsional), Akun dan Detail,
b) Volume RO,
c) Rincian Perhitungan,
d) Harga Satuan dan
e) Jumlah;

4. Harga satuan yang digunakan mengacu pada Satuan Biaya Masukan yang berlaku, Indeks harga
satuan, Price list harga pasar/ e-katalog dan/atau persetujuan Standar Biaya Masukan Lainnya yang
telah ditetapkan.

5. RAB memuat antara lain rincian biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Rincian Output (RO)
berdasarkan volume dan satuan yang dapat diukur sehingga dapat dihitung biaya per unit RO (unit
cost).

Hal-hal yang perlu diperhatikan !
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara

 : 

 : 

 : Rp0

Satuan X Satuan X Satuan X Satuan

521211 Belanja Bahan
 1 Konsumsi Rapat 

 a. Makan 5 Orang X 1 Kali 5               OK 37,600         

 a. Snack 5 Orang X 1 Kali 5               OK 17,600         

 2 Rapat Kelulusan

 a. Makan 5 Orang X 1 Kali 5               OK 37,600         

 a. Snack 5 Orang X 1 Kali 5               OK 17,600         

 3 Konsumsi Ujian Peserta

 a. Snack 30 Orang X 1 Kali 30             OK 17,600         

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

 1 Transport Rapat Persiapan (Dari Luar Kantor) 2 Orang x 1 Kali 2               OK 150,000       

 2 Transport Pengajar (Dari Luar Kantor) 2 Orang x 1 Kali 2               OK 150,000       

 3 Transport Rapat Kelulusan (Dari Luar Kantor) 2 Orang x 1 Kali 2               OK 150,000       

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

 1 Honorarium Administrator Pelatihan E-Learning 1 Orang x 5 Hari 5               OH 50,000         

522151 Belanja Jasa Profesi

 1 Honorarium Pengajar Internal BPPK 2 Orang x 3 JP 6               OJ 100,000       

 2 Honorarium Pengajar Eksternal 2 Orang x 3 JP 6               OJ 275,000       

Kuasa Pengguna Anggaran

Kusmanadji

SATUAN HARGA JUMLAHKODE AKTIVITAS/ NAMA AKUN URAIAN DETAIL BELANJA
RINCIAN PERHITUNGAN

VOLUME

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

RINCIAN OUTPUT TA 2021

05. Kementerian Keuangan

Sekretariat Badan

01. Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian

Program

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Kementerian Negara/Lembaga

Unit Eselon II/Satker

01. Program Dukungan Manajemen

01. Organisasi dan SDM yang Optimal

01. Tingkat implementasi learning organization 

Keluaran (Output)

Layanan SDM

SASARAN KEGIATAN

Kegiatan

0

01. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi

01. Persentase penyelesaian delayering

02. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya

03. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK

Indikator Kinerja Output

Alokasi Dana

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasisfikasi Rincian Output

Volume Output

Satuan Ukur

Rincian Output

Jamlator

KRO

Komponen

Detil Belanja

RO

Kegiatan

Program

Akun Belanja

Perhitungan
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Program
Kegiatan

KRO

Komponen

Akun Belanja
Detil Biaya

RO
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Perlu penjelasan lebih detil
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Perlu penjelasan lebih detil
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Perlu data dukung
harga pasar sewa atau sewa tahun sebelumnya
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

• Harga barang;

• Biaya pengiriman;

• Biaya suku cadang dan 
purna jual;

• Biaya personil;

• Biaya non personil;

• Biaya material/bahan;

• Biaya peralatan;

• Biaya pemasangan; 
dan/atau

• Biaya sewaBiaya barang/ 
jasa yang 
dibutuhkan 

• Biaya pelatihan;

• Biaya instalasi dan 
testing;

• Biaya administrasi; 
dan/atau

• Biaya lainnya.

Biaya pendukung

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021

Anggaran

Pengadaan

Barang/Jasa
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

▪ Mengakibatkan perolehan aset tetap/aset tetap lainnya
yang menambah aset pemerintah;

▪ Melebihi batasan minimal kapitalisasi;

▪ Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah bukan
untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat;

P
ER

O
LE

H
A

N

SE
SU

D
A

H

▪ Mengakibatkan bertambah masa manfaat, kapasitas,
kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;

▪ Pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih
dari 2% dari nilai aset berdasar perhitungan Ditjen Cipta
Karya;

BELANJA MODAL
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

- Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai

- Peningkatan kapasitas/efisiensi dan atau penambahan masa manfaat

- Nilai kapitalisasi
a. Sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00

Peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi P dan M
a. Sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,00

Gedung dan Bangunan dan aset tetap renovasi gedung dan 
bangunan

BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya 
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak seni tidak ada nilai 
satuan minimum
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PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Belanja Barang
Ekstrakomptabel

(52125)

• Pengeluaran anggaran untuk
perolehan awal aset tetap
dikategorikan sebagai Belanja Modal 
apabila: 

a. memenuhi kriteria pengakuan aset
tetap; dan

b. memenuhi nilai minimum kapitalisasi
aset tetap.

• Dalam hal salah satu kriteria tersebut
tidak terpenuhi maka pengeluaran
untuk perolehan awal suatu aset
tetap tidak dapat dikategorikan
sebagai Belanja Modal, melainkan
sebagai Belanja Barang. 
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AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Belanja
Modal Belanja Barang

Ekstrakomptabel
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CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL

Kasus 1
Kegiatan pengadaan komputer sebanyak 10 unit dengan rincian belanja:
- Pembelian unit komputer Rp10juta/unit, total senilai Rp100.000.000
- Biaya instalasi sebesar Rp1.500.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp760.000/bulan
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sebesar Rp500.000 

Pembahasan:
- Pengadaan komputer memenuhi kriteria aset tetap dan memenuhi nilai minimum 

kapitalisasi (≥Rp1Juta/unit) => Dikapitalisasi
- Bagaimana pembebanan akunnya?

532111 (Belanja Modal PM)

521213 (Belanja Honor Output Kegiatan)

532118 (Belanja Modal Perjalanan PM)

532111 (Belanja Modal PM)
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CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL

Kasus 2
Pembelian external hard disk sebanyak 5 unit 
dengan harga per unit Rp450.000,
total senilai Rp2.250.000. 

Pembahasan:
- Pengadaan external hard disk memenuhi kriteria aset

tetap, namun tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi
(<Rp1Juta/unit) => Tidak dikapitalisasi.

- Bagaimana pembebanan akunnya?
521252 (Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel)

Belanja Barang
Ekstrakomptabe

l (52125)
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CONTOH AKUN TERKAIT PEROLEHAN AWAL

Kasus 3
Pengadaan sparepart komputer berupa RAM 16 
GB sebanyak 10 unit @Rp1.250.000, total senilai
Rp12.500.000. Sparepart ini disediakan untuk
Pemeliharaan komputer kantor jika terdapat
kebutuhan penggantian.

Pembahasan:
- Pengadaan RAM tidak memenuhi kriteria aset

tetap karena akan digunakan/dikonsumsi untuk
kegiatan pemeliharaan => Tidak dikapitalisasi

- Bagaimana pembebanan akunnya?
523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin) 

Belanja Barang
Ekstrakomptabe

l (52125)
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PENENTUAN KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN AWAL 
(SUBSEQUENT EXPENDITURES)

• Pengeluaran setelah perolehan awal
suatu aset tetap, dapat dikapitalisasi pada 
nilai aset tetap jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat dan/atau
kapasitas dan/atau kualitas dan/atau
volume aset tetap yang telah dimiliki; 
dan 

b. Pengeluaran tersebut memenuhi
batasan minimal nilai kapitalisasi aset
tetap/asetlainnya. 
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AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES

Belanja Barang
Belanja
Modal

Lingkup satker Non-BLU:
Kelompok akun 5231 (Belanja
Pemeliharaan) 

Lingkup satker BLU:
Akun 525114 (Belanja Pemeliharaan) 
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AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES

Kasus 1
Perbaikan mesin fotocopy yang rusak sehingga
tidak dapat menggandakan dokumen, dengan
mengganti sebuah sparepart senilai Rp1.250.000.

Pembahasan:
- Perbaikan atap memenuhi kriteria peningkatan dan  

memenuhi batas minimum kapitalisasi (≥1juta) => 
Kapitalisasi

- Bagaimana pembebanan akunnya?
532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan 
Mesin).
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AKUN TERKAIT SUBSEQUENT EXPENDITURES

Kasus 2
Kegiatan pengecatan dan poles fullbody sebuah
mobil dinas senilai Rp18.000.000,-

Pembahasan:
- Meskipun memenuhi nilai minimum kapitalisasi

(≥Rp1Juta), namun tidak memenuhi kriteria
peningkatan, hanya untuk memelihara agar aset
dapat digunakan sesuai masa 
manfaatnya(pemeliharaan) => Tidak dikapitalisasi

- Bagaimana pembebanan akunnya?
523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

ESTIMASI BIAYA

PERKIRAAN BIAYA MENCAKUP :
1. HARGA BARANG/JASA
2. PAJAK TERKAIT B/J
3. BIAYA PENDUKUNG B/J

Biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan dll
4. BIAYA ADMINISTRASI :

Honorarium, Biaya survey, Biaya dokumen, Biaya lainnya : biaya pendapat 
ahli hukum kontrak, biaya uji coba
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

BIAYA PEMBANGUNAN

BIAYA  STANDAR, dihitung berdasarkan:

▪ Standar harga satuan tertinggi (HSBGN) ditetapkan oleh Bupati/Walikota

→ berdasarkan formula dari Kementerian PU

▪ Koefisien/ Faktor Pengali jumlah lantai bangunan

▪ Luas Bangunan→ dihitung berdasarkan kebutuhan ruang jumlah personel

DITAMBAH BIAYA:  Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

❑ Konsultan badan usaha terdiri dari :

▪ Biaya langsung personil beberapa tenaga ahli (> 2 orang) 

▪ Biaya langsung non personil (direct reimbursable cost), tergantung ruang lingkup kegiatan, 
fasilitas yang diberikan, jenis dan jumlah pelaporan. Jika ruang lingkup pekerjaan cukup besar
direct reimbursable cost dapat mencakup tenaga pendukung seperti office manager, 
sekretaris/billingual, juru gambar, operator komputer, sopir, pesuruh, dan penjaga

▪ Pajak Pertambahan Nilai. 

PENYEDIA JASA BERBENTUK : 

❑ Konsultan perorangan terdiri dari :
▪ Biaya langsung personil 1 (satu) orang tenaga ahli
▪ Biaya langsung non personil (direct reimbursable cost), tergantung ruang lingkup kegiatan, 

fasilitas yang diberikan, jenis dan jumlah pelaporan yang tertuang dalam KAK dan RKS
▪ Pajak Pertambahan Nilai. 
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PermenPUPR
22/2018

Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas
bangunan diatas 12.000 m2 atau diatas 8
(delapan) lantai, penyedia jasa perencanaan
konstruksi diwajibkan pada tahap pra rancangan
menyelenggarakan lokakarya rekayasa nilai (value
engineering) selama 40 (empat puluh) jam, untuk
mengembangkan konsepsi perancangan, dengan
melibatkan partisipasi pengelola kegiatan,
penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi
jasa keahlian rekayasa nilai (value engineering).
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

BIAYA  

PEMBANGUNAN

BIAYA PELAKSANAAN  
KONSTRUKSI

BIAYA PERENCANAAN  
TEKNIS

BIAYA PENGAWASAN  
TEKNIS

BIAYA PENGELOLAAN  
KEGIATAN

KOMPONEN BIAYA  
PEMBANGUNAN  BANGUNAN

GEDUNG  NEGARA
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Manajemen Konstruksi

Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara
menggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi
(MK) kegiatan :
• menyusun program pelaksanaan pembangunan

secara menyeluruh;
• melakukan persiapan pengadaan penyedia jasa

perencanaan konstruksi
dibantu oleh manajemen konstruksi.

a) bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai.
b) bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2 (lima ribu

meter persegi).
c) bangunan khusus.
d) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa

perencanaan maupun pelaksana konstruksi.
e) yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran

(multiyears project).
harus melibatkan penyedia jasa managemen konstruksi sejak
awal penyusunan rencana teknis dan dalam pengawasan
teknis nya

Penyusunan rencana teknis untuk kegiatan pembangunan :
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Tingkat Kerusakan 2% atau 
kurang, tidak bisa 
dialokasikan melalui belanja 
modal



TERIMA KASIH
Jangan lupa untuk ikuti laman media sosial kami untuk
informasi pelatihan lainnya di:

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

pusdiklatap

@pusdiklatap

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



A N G G A R A N  
R E S P O N S I F  G E N D E R



Dalam PMK 62 Tahun 2023 dilakukan simplifikasi dokumentasi ARG yaitu penghapusan Dokumen Gender 
Budget Statement (GBS) dan mengintegrasikan Isu Gender dalam KAK/TOR

KAK/TOR ARG (GENDER ACTION BUDGET)
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Kementerian 

Negara/Lembaga

: …….(1) (1) [diisi nama Kementerian / Lembaga]

Unit Eselon I / II : ……. (2) (2) [diisi nama Unit Eselon I/II sebagai penanggung jawab

program ]

Program : ……..(3) (3) [diisi nama Program sesuai dengan dokumen Renja K/L

Sasaran Program : 1. ……

2. …….(4)

(4) [diisi dengan Sasaran Program yang akan disapan dalam

Program)

Indikator Kinerja 

Program

: 1. ……

2. ….. (5)

(5) [diisi indikator Kinerja Program]

Kegiatan : ……….. (6) (6) [diisi Nama Kegiatan Sesuai dengan Dokumen Renja K/L]

Sasaran Kegiatan : ………  (7) (7) [diisi Sasaran Kegiatan]

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA XXXX [diisi TAHUN ANGGARAN]

KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
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Indikator Kinerja 

Kegiatan 

: ………..(8) (8) [diisi indikator Kinerja Kegiatan]

Klasifikasi Rincian 

Output

: ……….. (9) (9) [diisi nama/ nomenklatur Klasifikasi Rincian Output

Indikator KRO 

(Optional)

: ………….(10) (10) [diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output (opsional)]

Rincian Output : ……….. (11) (11) [diisi nama/ nomenklatur RO]

Indikator RO : ………….(12) (12) [diisi Indikator RO (opsional)]

Volume RO : ………… (13) (13) [diisi mengenai Jumlah /banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan

Satuan RO : ……….. (14) (14) [ diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka

pengukuran kuantitas RO sesuai dengan karakteristiknya

1.7. KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
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A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum (15):

…………………….. (15)

1. Gambaran Umum (16):

Analisis Situasi Ketimpangan Gender:

……………………………………………………

Rencana Aksi dari Gender Action Budget:

……………………………………………………

Hasil yang diharapkan:

………………………………………………….

B. Penerima Manfaat :

…………………………………………………………….. (17)

C.    Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan :………. (18)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan : (19)

Kegiatan Jan Feb Mar Apr Dst.

1. Perencanaan ……

2. ….

3. …..

4. ….

5. dst.    

(15) [Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait
langsung dengan RO yang akan dilaksanakan.]

(16) [Diisi gambaran umum mengenai RO dan volumenya yang akandilaksanakan/ 

dicapai. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat

anggaran responsif gender, dapat ditambahkan informasi yang memuat :

(a) konteks/ analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan. . Sekurang-

kurangnya memuat data pembuka wawasan,  isu kesenjangan gender (faktor

kesenjangan dan sebab internal maupun Eksternal), serta reformulasi tujuan. 

(b) Rencana aksi dari Gender Action Budget yang diusulkan, termasuk penjelasan

Komponen yang terkait dengan definisi Gender Action Budget. Rencana aksi disusun

menggunakan kerangka kerja logis (logic model) yang mencakup 4 (empat) elemen

yaitu: outcome, output, aktivitas, dan input

(c)  Hasil yang diharapkan yaitu berupa dampak atau hasil secara luas dari RO yang 

dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender untuk perbaikan ke arah kesetaraan

gender . 
(17) [Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L.Khusus

RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuatanggaran responsif

gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah berdasarkan jenis kelamin/ 

daerah/ kelompok umur.]

(18) [Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.]

(19) [diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian RO]

KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

121



D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran : ……..(20)

E. Biaya Yang Diperlukan : ………… (21)

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama : …………..(22)
NIP/NRP ……………………… (23) 

(20) [Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian RO]

(21) [Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk

pencapaian Keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya

sesuai dengan RAB terlampir]

(22) [Diisi dengan nama KPA/penanggungjawab Kegiatan]

(23) [Diisi dengan NIP/ NRP KPA/ Penganggungjawab

Kegiatan ]

KAK/TOR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
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D O K U M E N  P E N D U K U N G  
L A I N N Y A



DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA
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DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. RKBMN/RKBMN-PKP apabila merupakan objek RKBMN/RKBMN-PKP
2. Izin dan perhitungan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum

setempat (bukan hasil perhitungan dari konsultan teknis yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat);
3. Berita Acara Serah Terima Hibah (apabila tanah hasil hibah);
4. Status Kepemilikan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (jika pembangunan di lokasi baru);
5. Surat penawaran tanah, Surat Keterangan Harga Pasar Tanah, Surat Keterangan bahwa tanah tidak berada dalam keadaan

sengketa, Nilai Jual Objek Pajak/NJOP (jika pengadaan tanah);
6. Analisa kerusakan dan analisis biaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau

Dinas Pekerjaan Umum setempat;
7. Berita acara penghapusan atau surat usulan penghapusan (jika menggantikan bangunan lama);
8. Dokumen pendukung berupa laporan hasil pemeriksaan kelayakan bangunan dari instansi yang mempunyai kewenangan

atau kompetensi (apabila diperlukan), sebagai contoh, analisis kelayakan bangunan dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Pricelist/surat penawaran resmi dari sekurang-kurangnya dua developer yang berbeda (apabila pengadaan rumah dinas
dilakukan melalui mekanisme pembelian);

10. Dokumen pendukung Multi Years Contract/ Kontrak Tahun Jamak (MYC/KTJ) agar disampaikan sesuai dengan ketentuan
yang mengatur tentang MYC/KTJ; dan/atau

11. Dokumen lainnya yang diperlukan.

PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS
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DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. Pricelist e-katalog/surat penawaran resmi;
2. Spesifikasi aset yang akan dibutuhkan;
3. Analisis Kebutuhan Barang untuk Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang menggambarkan informasi terkait aset existing

(tahun perolehan, masa manfaat, dan kondisi) dan rasio penggunaan; dan/atau
4. Dokumen lainnya yang diperlukan.

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN/SARANA DAN PRASARANA TIK
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DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. RKBMN/RKBMN-PKP;
2. Pricelist e-katalog;
3. Risalah Lelang/Surat Keputusan Penghapusan Kendaraan/surat usulan penghapusan (jika untuk penggantian sesuai

peruntukannya); dan/atau
4. Dokumen lainnya yang diperlukan.

KENDARAAN BERMOTOR 
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